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ABSTRAK 

 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA 

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  

 

OLEH: 

 

HASPRILLIANTI MONICA 

01776201153 

 

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di 

kabupaten Indrairi Hiilir tidak pernah terealisasi dengan baik bahkan mengalami 

penurunan  setiap tahunnya maka dari itu penulis ingin mengetahui mengapa 

terjadi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 

dan upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di 

kabupaten Indragiri Hilir. Adapun data yang digunakan untuk penulisan ini data 

primer yang bersumber langsung dari tempat penelitian  dan data sekunder yang 

bersumber dari cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain 

yaitu dari buku-buku, serta dokumen dan literatur. Dan metode yang digunakan 

adalah metode deskriptif yaitu metode-metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi 

yang berguna. Sedangkan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak teraji karena 

kurangnya sosialisasi tentang perpajakan, sikap peduli wajib pajak akan 

kewajiban perpajakan masih rendah, Dan upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan  yaitu 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa yang ada di kabupaten Indragiri 

Hilir, dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran sebesar 2% 

dan maksimal 48%.  

 

Kata Kunci: pajak bumi dan bangunan, ketidakpatuhan, upaya peningkatan 

ketidakpatuhan pembayaran pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang.  

Negara berkembang memerlukan pembangunan di segala bidang untuk 

memenuhi kewajiban terhadap rakyat Indonesia yaitu dengan cara memenuhi 

sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan 

pemerintah. Untuk memenuhi sarana dan prasarana pembangunan diperlukan 

upaya yang optimal dari berbagai jenis penerimaan sebagai sumber 

pendapatan negara (Mustikawati, 2017). Ada pun sumber pendapatan negara 

yang terbesar salah satunya dari pajak. 

Adapun pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayar oleh orang 

pribadi atau badan kepada negara dengan sifat memaksa dan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan negara untuk 

kemakmuran rakyat. 

Pajak daerah adalah kontribusi  wajib oleh orang pribadi atau badan  

kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat (Undang –Undang Nomor 28 

tahun 2009 yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

Adapun salah satu pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan 

menurut perda inhil nomor 1 tahun 2019 pajak bumi dan bangunan pedesaan 

dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 
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dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan.  

Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang sedang berkembang 

memerlukan  pembangunan daerah dan salah satu sumber pembangunan 

tersebut diperoleh dari pajak bumi dan bangunan  agar pembangunan dapat 

berjalan lancar maka dari itu wajib pajak diharapkan patuh terhadap 

pembayaran pajak bumi dan bangunan agar mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. 

Kepatuhan wajib pajak bersumber dari kesadaran wajib pajak atas 

kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi kesadaran wajib pajak atas 

kewajiban membayar pajak masih kurang patuh dan ada beberapa wajib pajak 

yang melalaikan sehingga target yang ditetapkan belum terealisasikan dengan 

baik. 

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

dapat diketahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan 

Perkotaan untuk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017-2019 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel I.1  

Daftar Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Tahun 2017-2019 di Kabupaten Indragiri Hilir: 

Tahun 

Target 

wajib 

pajak 

/Orang 

Target Pajak 

Bumi dan 

Bangunan 

/Rupiah 

Realisasi  

wajib 

pajak 

/Orang 

Realisasi Pajak 

Bumi dan 

Bangunan 

/Rupiah 

Persentase 

/Orang 

Persentase 

/Rupiah 

2017 314.939 12.720.531.234 25.176 2.667.915.890 7,99% 21,1% 

2018 319.225 12.929.441.265 31.110 2.398.928.620 9,74% 18,6% 

2019 325.774 14.680.334.552 31.335 2.286.021.198 9,61% 15,6% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2019 



 

 

 
 

3 

Dari tabel I.1 dapat dilihat setiap tahunya terjadi peningkatan dalam 

target pencetakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tetapi tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 

Selama tahun 2017-2019 tidak pernah terealisasi dengan baik. Di mana target 

yang terealisasi hanya maksimal pada tahun 2017 sebesar 21,1%. Sedangkan 

untuk tahun 2018-2019 presentasi mengalami penurunan setiap tahunya. 

Sehingga penerimaan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di 

Kabupaten Indragiri Hilir  belum pernah tercapai dengan baik padahal 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan dibutuhkan 

oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk 

perkembangan daerah.  

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas, mendasari 

penulisan untuk melakukan penulisan tentang  “KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

SEKTOR  PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P-2) PADA BADAN 

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR” 

I.2 Rumusan masalah  

1. Mengapa terjadi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi 

dan bangunan di kabupaten Indragiri Hilir?  

2. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan? 

 

 



 

 

 
 

4 

I.3 Tujuan Penulisan  

Adapun tujuan penulisan untuk: 

1. Mengetahui mengapa terjadi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan di kabupaten Indragiri Hilir 

2. Mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 

 

I.4 Manfaat penulisan   

Adapun manfaat dari penulisan ini terbagi menjadi: 

1. Bagi penulis manfaat penulisan ini sebagai sarana untuk menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan  

2. Bagi pihak lain semoga penulisan ini dapat dijadikan bahan masukan 

tentang ilmu perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan. 

 

I.5 Metode Penulisan  

Adapun penulisan  ini menggunakan jenis penulisan  kuantitatif. 

I.5.1 Lokasi Penulisan  

Penulisan  dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten 

Indragiri Hilir, yang beralamat Jl. Akasia No.02, Tembilahan, Riau, 

Indonesia 29212 

I.5.2 Waktu Penulisan   

Penulisan  ini dilakukan selama 4 bulan terhitung dari bulan Januari 

sampai dengan April 2020 
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I.5.3 Jenis data  

Adapun jenis data yang di yang diambil dalam penulisan ini: 

1. Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono: 2012, hal 

139) 

2. Data sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari buku-buku, serta dokumen dan literatur. 

I.5.4 Metode pengumpulan data  

Penulis melakukan penumpulan data dengan menggunakan metode:  

1. Metode Wawancara.  

Penulis melakukan wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan 

Kabid Pajak Bumi dan Bangunan untuk mendapatkan informasi 

tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan. 

2. Metode observasi  

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung permasalahan yang terjadi. 

I.5.5 Analisis data  

1. Penulis melakukan  penganalisisan data dengan menggunakan 

penjelasan data yang bersifat deskriptif yaitu metode-metode yang 
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berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data 

sehingga memberikan informasi yang berguna.  

2. Data diperoleh berupa dokumen, kemudian data tersebut penulis 

olah sesuai dengan masalah pokok penelitian dan disajikan dalam 

bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelasan. 

 

I.6  Sistematika penulisan  

Sistematika penulisan adalah susunan dalam masing-masing bab yang 

dapat diuraikan seperti berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,  rumusan 

masalah,  tujuan,  manfaat penulisan,  metode penulisan,  

metode pengumpulan data serta sistematika penulisan 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENULISAN   

  Bab ini membahas tentang sejarah singkat kantor, visi dan misi,  

struktur organisasi dan uraian tugas sub bagian. 

BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK  

  Bab ini membahas tentang pengertian pajak, pajak bumi dan 

bangunan (PBB), dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan. 

BAB IV  :  PENUTUP  

  Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

II.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 

1965 tentang pembentukan Kabupaten/daerah tingkat II Indragiri Hilir. 

Setelah dilakukannya berbagai penulisan,  yang dilakukan oleh Gubernur 

Kepala Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai 

Daerah Persiapan Tembilahan resmi dimekarkan menjadi Kabupaten 

Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan,  oleh karena itu 

pemerintah daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah 

pemungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah,  yang 

didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas 

Pendapatan masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan Kas Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir,  dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati 

Daerah tingkat II Indragiri Hilir. 

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas 

maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga 

dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan 

pada tahun 1977,  namun masih di bawah satu atap dengan Kantor Bupati,  

yaitu di Jalan Gajah Mada No. 1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor 

sendiri,  otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan 
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Pimpinan Kantor. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri,  

yang memimpin adalah Bapak Usman Fa’ad.  

Setelah lebih kurang 40 tahun,  pada pertengahan bulan Juli 2005 

Dinas Pendapatan berpindah ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan,  yaitu 

di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung 

Inhil Business Centre tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir sendiri,  yaitu Pajak Bumi dan Retribusi Daerah 

maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business 

Centre tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur 

Riau,  H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, Sekaligus diresmikannya Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (DISPENDA). Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maka 

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) berganti nama jadi Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA). 

 

II.2 Struktur Organisasi 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat,  terdiri dari: 

1. Sub Bagian Perencanaan,  Evaluasi dan Pelaporan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan  

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.  
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c. Bidang Pendaftaran,  Pendataan dan Penetapan terdiri dari: 

1. Sub Bidang  Pelayanan,  Pendaftaran,  Pendataan Pajak dan Retribusi 

Daerah; 

2. Sub Bidang Pelayanan,  Pendaftaran,  Pendataan,  Penilaian PBB dan 

BPHTB;  

3. Sub Bidang Perhitungan,  Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah. 

d. Bidang Pembukuan,  Pelaporan,  Verifikasi dan Bagi Hasil terdiri dari: 

1. Sub Bidang Pembukuan 

2. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan. 

3. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak. 

e. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari: 

1. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD 

Lainnya. 

2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB. 

3. Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD 

Lainnya. 

f. Bidang Pengembangan dan  Evaluasi Pendapatan Daerah  terdiri dari: 

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah. 

2. Sub Bidang Pengembangan  Potensi dan Hukum. 

3. Sub Bidang Pemeriksaan,  Penertiban dan Evaluasi. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. UPTD Kecamatan. 
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Gambar I.1 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 
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Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya 

meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan 

teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas mempunyai UPTD Pengelolaan 

Pendapatan Kecamatan yang berkantor tersebar di 12 (dua belas kecamatan). 

Adapun UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan,  terdiri dari: 

Tabel II.1  

Daftar UPTD (Unit Pelaksanaan  Teknis Daerah) Kabupaten  

Indragiri Hilir 

 
NO UPTD KELAS WILAYAH KERJA 

1. UPTD Kecamatan Tembilahan B Kecamatan tembilahan 

2. UPTD kecamatan tembilahan 

hulu 

B Kecamatan Tembilahan 

Hulu 

3. UPTD Kecamatan Gaung Anak 

Serka 

A a. kecamatan Gaung Anak 

Serka 

b. Kecamtan Batang 

Tuaka 

4. UPTD Tanah Merah A Kecamatan Tanah Merah 

5. UPTD Kecamatan Kuala 

Indaragiri 

A a. Kecamatan Kuala 

Indragiri 

b. Kecamatan Concong 

6. UPTD Kecamatan Tempuling A a. kecamatan Tempuling 

b. Kecamatan Kempas 

7. UPTD Kecamatan Reteh A a. Kecamatan Reteh 

b. Kecamatan Sungai 

Batang 

8. UPTD Kecamatan Keritang A Kecamatan Keritang 

9. UPTD Kecamatan kemuning B Kecamatan Kemuning 

10. UPTD KECAMATAN Mandah B Kecamatan Mandah 

11 UPTD kecamatan Pelangiran B Kecamatan Pelangiran 

12. UPTD Kecamatan Pulau 

Burung 

B Kecamatan Pulau Burung 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

 

Keterangan kelas A dan B pada daftar UPTD Kabupaten Indragiri Hilir  

A. Kelas A wilayah kerja lebih luas, dan lebih banyak Wajib Pajak 

B. Kelas B wilayah kerja lebih sedikit dan wajib pajak sedikit  
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II.3 Kepegawaian. 

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam 

melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) 

yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. 

Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang di dalamnya 

terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan 

oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya. 

Mewujudkan profesionalisme di kalangan PNS memerlukan proses 

yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan 

PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, 

termasuk juga di dalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan 

dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi 

yang rasional serta disusun untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang 

ditetapkan. 

Tabel II.2 

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Berdasarkan Jabatan 
 

NO ESELON FORMASI TERISI KURANG 
JENIS KELAMIN 

LK PR 

1 II/b 1 1 0 1 0 

2 III/a 1 1 0 1 0 

3 III/b 4 4 0 2 2 

4 IV/a 21 20 1 9 11 

5 IV/b 8 7 1 6 1 

JUMLAH 35 33 2 19 14 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 
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Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir berdasarkan pangkat dan golongan berjumlah 88 orang dan 92 

orang PTT/Honorer dengan uraian sebagai berikut: 

Tabel II.3 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

dan PTT/Honorer 

 

NO PANGKAT /GOLONGAN JUMLAH 
JENIS KELAMIN 

LK PR 

1 Pembina Utama Muda, IV/c 1 1 - 

2 Pembina Tk.I, IV/b - - - 

3 Pembina, IV/a 5 3 2 

4 Penata Tk.I, III/d 19 10 9 

5 Penata, III/c 10 5 5 

6 Penata Muda Tk.I, III/b 14 6 8 

7 Penata Muda, III/a 22 12 10 

8 Pengatur Tk.I, II/d 2 1 1 

9 Pengatur, II/c 7 6 1 

10 Pengatur Muda Tk.I, II/b 2 1 1 

11 Pengatur Muda, II/a 3 3 - 

12 Juru Tk. I, I/d 1 1 - 

13 Juru, I/c 1 1 - 

14 Juru Muda Tk. I, I/b  1 1 - 

15 Juru Muda, I/a - - - 

16 PTT/Honorer 92 55 37 

JUMLAH 180 105 75 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

 

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan 

Pendapatan Daerah Kab. Inhil dengan jumlah 88 orang, 33 orang di antaranya 

menduduki jabatan eselon, maka jumlah staf/pelaksana (non eselon) sebanyak 

55 orang,  ini dirasakan masih kekurangan dalam melaksanakan tugas 

khususnya dalam pengisian formasi khususnya di beberapa UPTD 

Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kecamatan, di antaranya UPTD 
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Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Kemuning belum ada PNS yang 

di tempatkan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau 

Burung belum ada Staf/Pelaksana yang berstatus PNS, begitu juga UPTD 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran, UPTD Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandah hanya 1 (satu) orang Staf/Pelaksana 

yang berstatus PNS itu pun sebentar lagi akan memasuki masa pensiun, dan 

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan Hulu juga 

tidak mempunyai Staf/Pelaksana yang berstatus PNS, sedangkan Jasa 

Kontrak/PTT sebanyak 92 Orang ditugaskan sebagai Juru Penagih 

Pajak/Retribusi Daerah/Tenaga Administrasi lainnya, dan 11 Orang 

ditugaskan sebagai Tenaga Penjaga/Pengamanan Kantor, serta 3 Orang 

sebagai Petugas Kebersihan Kantor, dan 1 Orang sebagai Tenaga Teknisi 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Listrik/Elektronik). 
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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil tinjauan dan praktik yang dilakukan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayar pajak bumi dan bangunan di 

Kabupaten Indragiri Hilir karena kurangnya sosialisasi tentang perpajakan, 

sikap peduli wajib pajak akan kewajiban perpajakan masih rendah, 

perbedaan nama wajib pajak maksudnya bukan atas nama wajib pajak 

sendiri hal ini terjadi pada saat pembelian tanah dan bangunan belum 

melakukan balik nama, kesulitan masyarakat pedesaan dalam melakukan 

pembayaran langsung ke bank karena biaya transportasi lebih mahal dari 

pada pajak terutang, tanah yang dimiliki sudah tidak menghasilkan lagi 

sehingga wajib pajak  tidak ingin membayar pajak bumi dan bangunan.  

2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkat kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak yaitu memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat desa yang ada di kabupaten Indragiri Hilir, melakukan 

verifikasi dan validasi data wajib pajak contohnya untuk wajib pajak yang 

belum balik nama di minta untuk mengurus balik nama dan melakukan 

verifikasi dengan yang benar, mendatangi langsung maksudnya untuk 

pedesaan yang sulit melakukan pembayaran langsung ke bank maka di 

pungut dengan cara datang menjemput untuk bantu setor ke bank dan 
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untuk bukti pembayaran akan dikirim Kembali melalui kepala desa atau 

UPT (Unit Pelaksana Teknis), dikenakan sanksi administrasi atas 

keterlambatan pembayaran sebesar 2% dan maksimal 48%.  

IV.2 Saran  

Dari kesimpulan di atas penulis ingin menyampaikan beberapa hal 

sebagai saran yang tertentu berhubungan dengan permasalahan yang menjadi 

pembahasan dalam penelitian. Penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Meningkatkan lagi sosialisasi arti pentingnya membayar pajak supaya 

masyarakat sadar akan pentingnya membayarkan pajak. 

2. Bapenda tiap tahunnya memberi anggaran untuk penyuluhan ke desa-desa 

agar meningkatkan pembayar pajak bumi dan bangunan. 

3. Untuk penulisan selanjutnya, penulis berharap semoga masih banyak ilmu 

yang di ambil untuk melanjutkan penelitian ini khususnya penelitian yang 

berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi 

dan bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Amrulloh, R. (2018). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Subjek. 

Budiarto, A. (2016). Pedoman praktis membayar pajak. Yogyakarta: Genesis 

Learning. 

Daerah, P. (2019). Peraturan Daerah Indaragiri Hilir. Inhil. 

Daerah, U. d. (2009). UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD. 

Gusfahmi. (2007). Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 

Idris, I. F. (2014). Pengantar Perpajakan . Yogyakarta: Andi. 

Iqtishadia. (2017). Kepatuhan, AnalisisPajak, Wajib Realisasi, Berdasarkan Pbb, 

Bangunan. 

Lamia, A. A. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan the 

Analysis  of Efectiveness and Contribution Receipts Tax Restaurant, 

Advertising Tax  and Street Lighting Levy District. jurnal Berkala 

Ilmiah Efisiensi. 

LPPA. (2015). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B. Pekanbaru. 

Mardiasmo. (2018). Perpajakan edisi terbaru. Yogyakarta: Andi. 

Muljono, D. (2010). Panduan Brevet Pajak . Yogyakarta: Andi. 

Mustikawati, N. M. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 

Nurfauzi, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. 

Primandita Fitriandi, Y. A. (2014). Komplikasi Undang-undang Perpajakan. 

Jakarta: Selemba Empat 

Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: 

Erlangga. 

Putu, N. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pbb Terhadap 

Pad  Kota Denpasar Tahun 2009-2013. E-Jurnal Akuntasi Universitas 

Udayana. 



 

 

 
 

Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 

Ronia, K. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. 

Setiawati, A. D. (2010). Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, & Penuntun 

Praktis . Yogyakarta: Andi. 

Setiawati, A. D. (2014). Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini. Yogyakarta: 

Andi. 

TMbooks. (2013). Perpajakan Esensi dan Aplikasi . Yogyakarta: 
  



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
  



 

 

 
 

BIOGRAFI PENULIS 

 

HASPRILLIANTI MONICA  anak ketiga dari tiga 

beraudara merupakan putri kandung dari paangan Bapak 

Hastoni S.Sos dan Ibu Indesmala S.Pd. penulis dilahirkan di 

Kabupaten Indragiri Hilir kecamatan Tembilahan Hulu, pada 

tanggal 08 April 1999.  

Adapun pendidikan formal yang telah di tempuh oleh penulis 

sebagai berikut, TK KARTIKA I-56 kemudian di lanjutkan ke 

SD Negeri 003 Tembilahan dan lulus pada tahun 2011, semasa dibangku sekolah 

dasar penulis aktif dalam sanggar tari, kemudian penulis melanjutkan SMP Negeri 

1 Tembilahan Hulu dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan 

SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu dan lulus pada tahun 2017, semasa SMA penulis 

mengikuti organisasi sekolah yaitu pasus, dan organisasi di luar sekolah yang di 

bina langsung oleh pemeritah yaitu oraginisasi Forum Anak Inhil dan Forum 

Anak Riau, penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Jurusan D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

melalui jalur Undangan Mandiri.  

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapngan (PKL) di Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru selama 2 bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai dengan 

bulan September Tahun 2020. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan penelitian Tugas 

Akhir dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi 

dan Bnagunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir” Akhirnya pada tanggal 20 Mei 

2020 penulis memperoleh gelar A.Md, semasa kuliah penulis mengikuti 

organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Pajak. 

 

 


